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Perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai harta benda perkawinan suami isteri tidak begitu dikenal
oleh masyarakat muslim di Indonesia sebagai subyek hukum yang tunduk pada hukum Islam, sehingga
jarang dilakukan karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman mengenai hal tersebut. Dalam penelitian tesis
ini, dibahas mengenai bagaimana kedudukan hukum perjanjian perkawinan antara subyek hukum beragama
Islam menurut hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan),
dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta bagai mana akibat
hukum dari perjanjian perkawinan antara subyek hukum beragama |slam yang tidak didaftarkan terhadap
pembagian harta bersama dalam perceraian, dengan menganalisis kasus Putusan Nomor
0502/Pdt.G/2013/PA JS dan kesesuaian putusan tersebut dengan hukum Islam, UU Perkawinan, dan KHI.
Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Pada
prinsipnya, hukum dasar dari membuat perjanjian perkawinan dalam Islam adalah mu?bah (boleh)
sepanjang perjanjian tersebut tidak berisi hal-hal yang dilarang atau diharamkan syariat 1slam (Surat Al-
Maidah ayat 1). UU Perkawinan mengaturnya dalam Pasal 29 dan diatur Iebih lanjut dalam Pasal 45 -52
KHI khusus bagi orang-orang yang beragama | slam (subyek hukum beragama Islam). Pasal 29 UU
Perkawinan mengatur bahwa perjanjian perkawinan harus didaftarkan/disahkan oleh Pegawai Pencatat
Perkawinan. Akibat hukum dari perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan adalah tetap mengikat kedua
belah pihak, namun tidak mengikat pihak ketiga. Perjanjian perkawinan tersebut dapat disahkan oleh hakim
sepanjang isi perjanjiannya memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan bagi kedua belah pihak
perjanjian perkawinan tersebut tetap berlaku sebagai undang-undang (Pasal 1338 KUHPerdata).
<hr><i>The prenuptial agreement governing the property of conjugal marriage is not so well known by the
moslems community in Indonesia as subjects of law subject to Islamic law, so it israrely done due to lack of
awareness and understanding on the matter. In the thesis, explained about how the legal position of the
prenuptial agreement between the moslems legal subjects according to Islamic law, the law of marriage no.
1/1974 and compilation of I1slamic law, aswell as how the legal consequences of the prenuptial agreement
between the moslems legal subjects which is not registered to the division of joint property in divorce, by
analysing the verdict no. 0502/Pdt.G/2013/PA JS and the verdict conformity with Islamic law, the law of
marriage no. 1/1974 and compilation of Islamic law. This thesis uses literature research method that is
juridical normative. In principle, the basic law of making prenuptial agreement in Islam is mu?bah (allowed)
as long as the agreement does not contain things that are prohibited or forbidden by Islamic shariah (Surah
Al-Maidah ayah 1). The marriage law set down in Article 29 and further stipulated in Article 45-52in
compilation of I1slamic, specifically for moslems (moslems legal subjects). Article 29 of the marriage law
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stipulates that the prenuptial agreement to be registered/authorized by the marriage registrar employees. The
legal consequences of prenuptial agreements that are not registered are still binding on both sides of husband
and wife, but does not bind third parties. The prenuptial agreement can be ratified by the judge throughout
the content of the agreement meets the provisions of Article 1320 BW and for both sides of the prenuptial
agreement is still valid asalaw (Article 1338 BW).</i>



